
BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : rll.6 /KPTS' l/ 12015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD}

PiITCTCENAN DAil PEUBERANTASAN KORTJPSI

OT WIUYNH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

a. bahwa berdasarkan huruf b angka 1 surat Menteri Dalam Negeri

Nomor: 356f769/SJ tentang Realisasi Pencapaian AD-PPK Pemerintah

DaerahpadaBulanDesember,makadipandangperludibentukTim
KoordinasiPencegahandanPemberantasanKorupsi;

b.bahwamerekayangditujukdalamKeputusanini,dianggapmampudan
memenuhi .y"r"t r.rt, ."riliki kompotensi dalam melaksanakan tugas

dantanggunglawausebagaiTimKoordinasiPelaksanaanRencana
AksiDaerah(RAD)PencegahandanPemberantasanKorupsidi
WlayahKabupatenHalmaheraBaratTahunAnggaran2olS;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud pada huruf a

danb,perlumenetapkanKeputtrsanBupatitentangPembentukanTim
Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan

Pember:antasan Korupsi di wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun

Anggaran 2015;

: L Undang-undang Nomor 60 Tahun 1985 tentang Penetapan Undang-

undang tlomoiZg Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-

daerah swatantra Tingkat ll dalam wilayah Daerah swatantra Tingkat I

Maluku menjadi Undang-undang;

2-Undang-undangNomorSTahunlgT4tentangPokok-pokok
KePegawaian;

3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi

Maluku utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara barat ;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Halmahera Utira, Kabupaten Halmahera Selatan Kabupaten Kepulauan

Sula'KabupatenHalmaheraTimurdanKotaTidoreKepulauandi
Provinsil Maluku Utara ;

JalanPengabdianNolDesaJatiPorniti.KecJailoloKodePos9TT52
Kabupaten Harmahera Barat-Maruku Utara Telp.(0921) 2z21oo1,Fax(092'l) 2221001

Mengingat



5.Undang.undangNomorlTTahun2003tentangKeuanganNegara;

6. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

;

7. Undang-undang Nornor 25 Tahun 204 tentang sistim Perencanaan

Pembangunan Nasional ;

S.Undang-undangNomor33Tahun2004tntangPerimbangan
Keuangangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah ;

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Q14 tentang Pemerintah Daerah;

10. Peratutan Pemerintah Nornor 24 Tahun 2005 tentang standar

AkuntansiPemerintah ;

ll.PeratuanPemerintahNomor5STahun2005terrtangDana
Perimbangan;

12. Peratutan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangang Daraerah;

13. Peratuan Pemerintah Nomor I Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan

dan Kineria lnstansi Pemerintah;

14. Peraturan Pemeritah Nomor 55 Tahun 2012 tentang strategi Nasional

PenegakandanPemberantasanKorupsiJangkaPanjangTahun2ol2.
2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-201 5;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daer:ah sebagaimana telah diubah

beberapakalidenganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor2l
Tahun 2O11

16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmhera Barata Nomor 3 Tahun 2015

tentang Pembentukan organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Halmahera Barat;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri lik

Tahun 2014 tentang P P

Pencegahan dan Pembera (

Tahun 2A'15.

MEMUTUSKAN :

MenetaPkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi peraksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD)

PencegahandanPemberantasanKorupsidiWlayahKabupatenHaimahera
Barat Tahun Anggaran 2}1l,dengan sUSUnan Tim Koordinasi sebagaimana

tercantum pada Lampiran Keputusan ini'

KEDUA:TlmKoordinasisebagaimanadimaksudDiktumPertama,da]am
melaksanakantugasdantanggungiawabnyatetapberpedomansesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku -



KETIGA

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini,

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah (APBD), Pos

Anggaran Bappeda Program Kegiatan sosialisasi Pelaksanaan Rencana Aksi

Oalian (RAD) Pemberantasan KorupsiTahun Anggaran 2015'

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan'

BUPATI RAT,

N

2. Yth. Menteri Dalam Negeri Rl diJakarta'

3. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,

4. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo'

5. Yth. Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara diSofifi'

5. Yth. lnspektur lnspektorat Kab Halmahera Barat di Jailolo'

6.Yth.KepalaBadanPKADKab.HalmaheraBaratdiJailolo'
5. Yang bersangkutan unutk diketahui dan dilaksanakan'

Ditetapkan di
pada Tanggal

Jailolo
| ?g kNL 2015

JABATAN PARAF
I

Sekertaris Daerah .#
-Ass. 

Bid. Ekonomi, Pernb dan

Kesra V
Kepala BapPeda v
Kabag. Hukum dan

Organisasi wr

l.Yth.MenteriNegaraPembangunanDaerahTertinggalRldiJakarta'



LAMPIRAN

TENTANG

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR i l\l.glrto/ittpAnuN 2015

TANGGAL:$h7nv 2015

: DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI

PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENCEGAHAN

DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI WILAYAH KABUPATEN

HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT

KEDUDUKAN DALAM

TIM

BESARAN HONOR

(RP)

No NAMA

L Bupati Halmahera Barat Pengarah 1.800.000

Pengarah 1.800.000
2 Wakil Bupati Halmahera Barat

3 Sekretatis Daerah Kab. Halbar Ketua Tim 1.650.000

4 ASS. Bid. Pemerintahan dan

Administrasi Umum

Pelaksana Harian 1.350.000

5 Kapala BaPPeda Kab' Halbar Anggota 900.000

Anggota 900.000
6 lspektur lnsPektorat Kab. Halbar

7 Kepala BPMPPT Kab. Halbar Anggota 900.000

8 Kepala DPPKAD Kab' Halbar Anggota 900.000

9 Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Kab. Halbar

Anggota 900.000

Anggota 900.000
10 Kepala Bagian Humas Kab. Halbar

Anggota 900.000
L1, Sekretaris BaPPeda Kab. Halbar

L2 Kabid. Sosbud BaPPeda Kab. Halbar Anggota 900.000

Anggota 900.000
13 XaUiO. Pengendalian Prog. Bappeda

Kab. Halbar

1.4 Kabid. Fipras BaPPeda Kab. Halbar Anggota 900.000

Anggota 900.000
15 Kabid. Ekonomi Bappeda Kab.Halbar

Anggota 900.000
16 Kepala Unit Lembaga Pengadaan

Secara Elektronik(LPSE)Kab. Halbar

JABATAN PARAF
I

Sekertaris Daerah
/

Ass. Bid. Ekonomi, Pernb dan

Kesra tu
Kepala BapPeda 9t
Kabag. Hukum dan

Organisasi wy
NAMTO H ROBA


